
Peraturan Pemerin ah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 te tang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, T bahan Lembaran Negara Republik 

Tahun 2023 tentang Penetapan Undang Nomor 

1. Undang-Undang N mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasi nal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In onesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan D (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik I donesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa k li diubah terakhir dengan Undang- 

Mengingat 

bangsa; 
b. bahwa untuk me iamin peserta didik memperoleh akses 

pelayanan pend· ikan bagi peserta didik rawan 
melanjutkan pen idikan, perlu diatur suatu pedoman 
pemberian bantu agar pengelolaannya berjalan secara 
efektif, efisien, tr sparan dan akuntabel; 

c. bahwa berdasa kan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam uruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali K ta tentang Bantuan Pendidikan Bagi 
Peserta Didik R wan Melanjutkan Pendidikan pada 
Jenjang Pendidik n Dasar Menengah, dan Perguruan 
Tinggi yang bersu her dari Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah; 

DENGAN RAHMAT TU 

dan penyelenggaraan pendidikan 
ng jawab Pemerintah Daerah dan 

rangka mencerdaskan kehidupan 

a. bahwa pengelola 
merupakan tan 
masyarakat dal 

Menimbang 

PROVINS! J WA BARA T 
PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 36 T HUN 2025 
TEN ~NG 

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESE~TA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN 
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENqIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN 

PERGURUAN TINGGI YANG B RSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN ELANJA DAERAH 

( SALINAN' 



3. Undang-Undang I Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemfrintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Jndonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah beberapa ~li diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemeri tah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 t~ntang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lemban{n Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang ~omor 104 Tahun 2024 tentang Kota 
Bandung di Profnsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesir Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 7041); 

5. Peraturan Pemeriip.tah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Noior 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemeri tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pend dikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik ndonesia Nomor 4864) sebagaimana 
telah diubah den an Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2022 t tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomo 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 121, [l'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6793); 

7. Peraturan Pemeril"tah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan -J nyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lemba an Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaim a telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan emerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelola n dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Ta bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman 11eknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Pengelola n dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2); 



3. 
4. 
5. 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota y g selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kota Ban ung Bandung. 
2. Pemerintah Dae ph adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara 1emerintahan Daerah Kota yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
Wali Kota adalah jw ali Kota Bandung. 
Dinas adalah Dinrs Pendidikan Kota Bandung. 
Perangkat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat 

• I Sekretariat Daerah Kota Bandung. 
6. Bantuan Pendi ikan bagi Peserta Didik Rawan 

Melanjutkan Pe didikan yang selanjutnya disebut 
Bantuan Pendi ikan adalah penerimaan dana 
pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah 
yang diberikan kepada perseorangan atau Satuan 
Pendidikan yan diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan/atau masyar kat berupa uang/barang/jasa. 

7. Satuan Pendid ikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 
jalur formal pad jenjang Pendidikan Dasar, Menengah 
dan Perguruan Ti ggi. 

8. Sekolah Dasar y g selanjutnya disingkat SD adalah 
salah satu ben~'uk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar I 

Pasal l 

PERATURAN WALi K TA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN 
BAGI PESERTA DIDI RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN 
PADA JENJANG PE pIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN 
PERGURUAN TINGGiilY ANG BERS UMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN B LANJA DAERAH. 

BAB I 
TENTUAN UMUM 

Menetapkan 

10. Peraturan Wali *a Bandung Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Tata C ra Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan P anggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota 
Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah 
beberapa kali di bah terakhir dengan Peraturan Wali 
Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung 
Nomor 30 Tahun1021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan s Monitoring dan Evaluasi Belanja 
Hibah dan Belanj Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Penda atan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kota Band ng Tahun 2022 Nomor 114); 

-,- 



19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP adalah safah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyeienggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidikin dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diak i sama atau setara SD atau MI. 
Sekolah Menen ah Atas yang selanjutnya disingkat 
SMA adalah safah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang melelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidi an menengah sebagai lanjutan dari 
SMP, MTs, ata bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SMP atau MTs. I 
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 
SMK adalah s*h satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang me yelenggarakan pendidikan kejuruan 
pada jenjang pe didikan menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, ~tau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hast"l belajar yang diakui sama atau setara 
SMP atau MTs .. 
Perguruan Ting · adalah satuan Pendidikan yang 
menyelenggarakap Pendidikan Tinggi. 
Peserta Didik ladalah anggota masyarakat yang 
berusaha menge bangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran y g tersedia pada jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan ertentu. 
Peserta Didik wan Melanjutkan Pendidikan yang 
selanjutnya dise ut dengan Peserta Didik RMP adalah 
Peserta Didik d*ri keluarga miskin di Daerah Kota 
Bandung. 
Bantuan Keuan an adalah bantuan keuangan yang 
bersumber dari ·, nggaran Pendapatan Belanja Daerah 
yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka 
kerjasama daerah, pemerataan peningkatan 
kemampuan ke~angan, dan/ a tau tujuan tertentu 
lainnya yaitu dal rangka memberikan manfaat bagi 
pemberi dan/ ata penerima bantuan keuangan. 
Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang d Pemerintah Daerah kepada individu, 
keluarga, kelomp k dan/ a tau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara teru menerus dan selektif yang bertujuan 
untuk melindun i dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial. 
Partisipasi adalah keikutsertaan 
masyarakat proses perencanaan, pelaksanaan, 
dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan 
Pendidikan. 
Pejabat Pengelol Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD dalah Kepala Badan Keuangan dan 
Aset Daerah ya g mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBt dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 
Rencana Kegiat n dan Anggaran Sekolah yang 
selanjutnya disingkat RKAS rencana biaya dan 
pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun 
anggaran baik y1 ng bersifat strategis ataupun rutin 
yang diterima d dikelola langsung oleh sekolah. 

9. 



Pasal 5 
Sasaran Bantuan Pen idikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 adalah Pesertf Didik RMP pada jenjang pendidikan 
dasar, menengah, .1an Perguruan Tinggi dan Satuan 
Pendidikan yang diselinggarakan oleh masyarakat. 

Peserta Didik peneritl a B::~~! Pendidikan bagi Peserta 
Didik RMP sebagaim a dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
dibebaskan dari Da Sumbangan Pendidikan (DSP) dan 
Sumbangan Penyelen araan Pendidikan. 

~ 

Pasal 4 
(1) Bantuan Pendid kan dilaksanakan untuk membantu 

pendanaan pendi ikan pada: 
a. Satuan Pendtikan dasar dan menengah yang 

diselenggarak n oleh masyarakat; dan 
b. Perguruan Tin i. 

(2) Bantuan Pendidi an sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) bersumber d · Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Bagian Kesatu 
Bantuan Pendidikan 

Pasal 3 
Tujuan pelaksanaan antuan Pendidikan bagi Peserta Didik 
RMP sebagaimana di aksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. terlaksananya p ogram Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pefbangunan bidang pendidikan yang 
merata dan bermu u; dan 

b. penyelenggaraan endidikan dapat terbantu dan berjalan 
lancar, baik pada atuan pendidikan maupun bagi pihak 
orang tua/wali untuk mengurangi beban biaya 
pendidikan berup Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), 
Sumbangan Pen , elenggaraan Pendidikan (SPP) dan 
Kebutuhan Perlenrkapan Siswa. 

BAB III 
BA TUAN PENDIDIKAN 

Pasal 2 
Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam 
pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP 
bagi Pemerintah Daeifh, Dinas dan Satuan Pendidikan di 
Daerah sehingga d pat diselenggarakan secara ef ektif, 
efisien dan sesu · dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangi n. 

BAB II 
M SUD DAN TUJUAN 

-!- 



Pasal 10 
Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada 
mahasiswa/Pergurua.If" Tinggi, diperuntukan untuk 
mengganti biaya ope]asional perkuliahan yang dibebankan 
kepada mahasiswa. 

Pasal 11 
(1) Pengelolaan Pe ggunaan Bantuan Pendidikan bagi 

Peserta Didik R P jenjang SD dan SMP sepenuhnya 
menjadi tanggun jawab mutlak Kepala Sekolah dan 
peserta didik pe erima pada Satuan Pendidikan yang 
diselenggarakan , leh masyarakat. 

(2) Pengelolaan Pe ggunaan Bantuan Pendidikan bagi 
Peserta Didik RMP jenjang Perguruan Tinggi 
sepenuhnya enjadi tanggung jawab mutlak 
Ketua/Rektor dan mahasiswa penenma pada 
Perguruan Tinggi I 

(3) Penggunaan Ba1tuan Pendidikan bagi Peserta Didik 
RMP sebagaim~a dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) 
dilarang digunakf. n untuk hal- hal sebagai berikut: 
a. disimpan dengan maksud dibungakan; 
b. dipindahtangankan atau dipinjamkan kepada pihak 

lain; 

Pasal 9 
Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada 
Peserta Didik RMP pada jenjang SD dan SMP yang 
diselenggarakan o11h masyarakat sesuai proposal 
permohonan dan ~fncana Kegiatan Anggaran Sekolah 
(RKAS) yang telah ~lakukan verifikasi dan validasi oleh 
Dinas serta pem~rian bantuan keuangan melalui 
Pemerintah Daerah P ovinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik 
RMP pada jenjang S 1A dan SMK yang diselenggarakan oleh 
masyarakat, diperun ukan untuk pemenuhan kebutuhan 
personal. 

Pasal 8 
Pendidikan harus didasarkan pada 

pencapaian Standar Nasional 
Penggunaan 
pemenuhan 
Pendidikan. 

Bagian Ketiga 
Pengguna Dana Bantuan Pendidikan 

IBagian Kedua 

1enis 
Bantuan 

Pasal 7 
Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP pada jenjang 
pendidikan dasar m nengah dan Perguruan Tinggi yang 
bersumber dari Angg ran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Bandung, melip ti: 
a. bantuan sosial y~ng direncanakan berupa uang untuk 

belanja operasiornt~ bagi peserta didik jenjang pendidikan 
dasar, menengah, an perguruan tinggi; 

b. bantuan sosial y ng direncanakan berupa uang untuk 
belanja perleng pan bagi peserta didik jenjang 
pendidikan dasar. 

-,- 



Pasal 13 
Keberhasilan -pelaksanaan kegiatan penyaluran 
Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP dapat 
dinilai dan diukur dari meningkatnya kesempatan 
belajar bagi warga masyarakat Daerah Kota, dengan 
indikator sebaga~ berikut: 
a. tersalurkannya Bantuan Pendidikan bagi Peserta 

Didik RMP sebara tepat sasaran dan tepatjumlah; 
b. tersalurkannya Bantuan Pendidikan bagi Peserta 

Didik RMP k¢pada Peserta Didik dan warga belajar 
yang tidak I mampu secara ekonomi untuk 
mendapatkan pembebasan dan keringanan dari 
biaya pendidikan sesuai dengan jumlah yang 
direncanakad; 

c. meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekolah 
kepada Peserr· a Didik; 

d. meningkatny mutu layanan pendidikan bagi 
Peserta Didi pada jenjang pendidikan dasar, 
menengah dan Perguruan Tinggi; dan 

e. meningkatny I Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 
dan rata-rata lama sekolah. 

Pasal 12 
Pengelolaan Bantuan Pendidikan, dilakukan 
berdasarkan prinsip: 
a. fleksibilitas, faitu penggunaan dana dikelola sesuai 

dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; 
b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan 

dapat mernberikan hasil, pengaruh, dan daya guna 
untuk mendapai tujuan pendidikan di Satuan 
Pendidikan; 

c. efisiensi, yaitf penggunaan dana diupayakan untuk 
meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya 
seminimal m~ngkin dengan hasil yang optimal; 

d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat 
dipertanggunbawabkan secara keseluruhan 
berdasarkan bertimbangan yang logis sesuai dengan 

I ketentuan p1aturan perundang-undangan; dan 
e. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola 

secara terb ka dan sesuai dengan kebutuhan 
Satuan Pendidikan. 

I 

c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas 
satuan pend~dikan; dan 

d. melakukan ratifikasi, memberikan janji ataupun 
sesuatu kepada siapapun terkait dengan bantuan 
pendidikan. 



Paragraf 2 
Persyaratan Bagi Satuan Pendidikan 

I 

Pasal 15 
Persyaratan administrasi bagi Satuan Pendidikan 
yang diselenggalrakan oleh masyarakat dan perguruan 

I 

tinggi, meliputi: 
a. akta Notatis mengenai pendirian Satuan 

Pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan; 
b. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala 

Satuan PenJidikan; 
c. berdomisili di Daerah Kota; 
d. izin operasiohal/tanda daftar lembaga dari instansi 

yangberwe~ng;dan 
e. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

dan terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan. 

(2) 

Pasal 14 
( 1} Persyaratan penerima Bantuan Pendidikan, harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. pendJduk Daerah; 
b. Peserta Didik yang sudah terdaftar pada 

sistem' Data Pokok Pendidikan dan terdata 
pada I Basis Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kota 
Bandung;dan 

c. diusutan oleh Satuan Pendidikan atau 
Pergu1uan Tinggi. 

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), calon Penerima Bantuan bagi Mahasiswa 
yang tidak !terdaftar dalam Basis Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS} pada Dinas Sosial 
Kota Bandung harus dapat membuktikan atau 
melampirkan salah satu persyaratan lainnya 
meliputi: 
a. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; 

dan/atau 
b. surat keterangan Kepala Perguruan Tinggi yang 

I 

diketahu~ oleh RT/RW. 

Paragraf 1 
Persyaratan Bagi Calon Penerima Bantuan 

Bagian Keempat 
I Persyaratan Penerima 
I 

- r- 



- g - 
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I BAB IV 
MEpNISME DAN PROSEDUR 

~ENYALURAN BANTUAN 

I Pasal 16 
Tahapan pemberian Bantuan Pendidikan adalah 
sebagai berikut:i 
A. Tahap persiapan 

1. Tahap persiapan jenjang SD dan SMP adalah 
sebagai berikut: 
a. sosialislsi kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Dinas iendidikan dan Lembaga Penerima 
Bantua Pendidikan; 

b. pengol an data calon penerima dana 
Bantua Pendidikan bagi Peserta Didik RMP 
oleh saran pendidikan dasar dan menengah; 

2. Tahap persiapan jenjang perguruan tinggi 
adalah sebagai berikut: 
a. penjari11 gan data kelompok sasaran dilakukan 

secara bertahap melalui jalur Perguruan 
Tinggi (l!lntuk mahasiswa); 

b. pengol~an data calon penerima dana 
Bantuar Pendidikan bagi Peserta Didik RMP 
oleh p~~guruan tinggi. 

B. Tahap pelaksanaan 
Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut: 
1. pengajuap proposal dana Bantuan Pendidikan 

bagi Peserta Didik RMP dan Rencana Kegiatan 
Anggar~1 Sekolah (RKAS) penggunaan dana 
Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP 
dari s tuan pendidikan kepada Dinas 
Pendidikb Kota Bandung; 

2. pengajuan proposal calon penerima Bantuan 
Pendidik~ bagi Peserta Didik RMP dari 
perguru~ tinggi ke Bagian Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

3. proposal pengajuan memuat informasi tentang: 
I 

a. latar pelakang; 
b. maksud dan tujuan; 
c. hasil yang diharapkan; 
d. lokasi pelaksanaan; 
e. wakt1 pelaksanaan; 
f. data 111mum organisasi/lembaga; 
g. alamf t lengkap; 
f. ~:~~iue;i~;:1J!!~~::ana dan susunan; 
j. rencaha anggaran biaya; 
k. nomor rekening bank yang masih berlaku; 
1. NPW~ lembaga; dan 
m. penuiup. 

4. Selain pr posal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) an (2),permohonan Belanja Bantuan 
Sosial b~gi lembaga nonpemerintah, wajib 
melampir~an persyaratan administrasi. 

I 



5. Persyara!1 administrasi permohonan Belanja 
Bantuan Sosial bagi lembaga nonpemerintah, 
sebagaim na dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. akta no~aris mengenai pendirian lembaga atau 

dokumen lain yang dipersamakan; 
b. surat pernyataan tanggungjawab; 
c. surat lketerangan domisili lembaga dari 

Kelura~an setempat; 
d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari 

instansi yang berwenang; 
e. bukti ;1ontrak sewa gedung/bangunan, bagi 

lembag · yang kantomya menyewa; 
f. salinanj'fotokopi KTP yang masih berlaku atas g. ;i~I::::: ::::ga:s:b: :~ 

nama ldmbaga. 
6. Surat perrnohonan, proposal dan dokumen 

teknis B~1 lanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) 
disampai an dan diadministrasikan/ dicatat oleh 
Dinas d:;erangkat Daerah. 

7. Dinas d n Perangkat Daerah melakukan 
pemeriks kelengkapan administrasi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dengan ketentuan dalam hal persyaratan 
tidak lenf;ap dikembalikan kepada pemohon 
belanja bar,tuan sosial yang bersangkutan. 

8. Dalam hal surat permohonan dan dokumen 
proposal Belanja Bantuan Sosial telah lengkap 
dan memenuhi persyaratan, maka dinas dan 
perangkatl daerah meneruskan surat 
perrnohonan dan dokumen proposal kepada Wali 
Kota. I 

9. Dinas da1t perangkat daerah setelah menerima 
pendistribusian permohonan dan dokumen 
proposal Jdari tim pertimbangan pemberian 
bantuan osial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapat n dan Belanja Daerah selanjutnya 
Dinas di _Perangkat Daerah melaksanakan 
proses pe cairan. 

C. Pencairan D. na Bantuan Pendidikan 
1. Penerima IBelanja Bantuan Sosial berupa uang 

mengajukan permohonan pencairan Belanja 
Bantuan $osial kepada Wali Kota melalui Dinas 
dan Per1ngkat Daerah, dengan dilengkapi 
persyaratan administrasi, meliputi: 
a. surat I permohonan pencairan Belanja 

Bantufn Sosial, dilengkapi rincian rencana 
pengglfnaan Belanja Bantuan Sosial; 

b. salinan/fotokopi Ketua/Pimpinan KTP atas 
pengurus nama lembaga/ orgarusasi 
Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

c. salinan /fotokopi rekening bank yang masih 
aktif atas nama lembaga/ organisasi; 



d. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri atas 1 
( satu) [ kuitansi ditandatangani bermaterai 
dan , dibubuhi cukup, cap 
lembata/ organisasi serta dicantumkan nama 
lengkalp Ketua/Pimpinan pengurus 
lembaga/organisasi atau sebutan lain; dan 

e. surat Aemyataan tanggung jawab. 
2. Apabila [ dokumen persyaratan pencairan 

sebagaim~.na dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
lengkap maka PPK SKPD menerbitkan Surat 
Perintah rembayar (SPM) untuk ditandatangani 
Kepala Di~as dan Perangkat Daerah. 

3. Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang, 
bertanggu gjawab atas kebenaran dan 
keabsah1 dokumen persyaratan yang 
disampaikjan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c a~tat (1). 

4. Bantuan osial yang direncanakan berupa uang 
untuk belanja perlengkapan bagi peserta didik 
jenjang Pf.ndidikan dasar, diserahkan kepada 
peserta didik oleh Satuan Pendidikan. 

D. Pertanggun~awaban dan Pelaporan 
Penerima I Belanja Bantuan Sosial 
bertanggungjawab secara formal dan materil atas 
penggunaanl Belanja Bantuan Sosial yang 
diterimanya~1 

Pertanggun awaban Penerima Belanja Bantuan 
Sosial seb . aimana dimaksud pada ayat ( 1), 
meliputi: I 
a. laporan p~nggunaan; 
b. surat pernyataan tanggungjawab yang 

menyatakrl n bahwa Belanja Bantuan Sosial yang 
diterima telah digunakan sesuai dengan 
proposal y:rng telah disetujui; 

c. bukti pen eluaran yang lengkap dan sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi 

I 
Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang; 

d. Penerima I Belanja Bantuan Sosial 
bertanggurgjawab atas kebenaran dan 
keabsahatp. laporan penggunaan Belanja 
Bantuan ISosial sebagaimana dimaksud pada 
huruf (a). 

e. Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek 
pemeriks,an, wajib menyimpan laporan 
pengguna,m Belanja Bantuan Sosial. 

f. Penyimpa an bukti-bukti pengeluaran atau 
salinan ukti dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

_J _ 
I 



Pasal 19 
( 1) Monitoring\ evaluasi dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan 
dalam rangka memastikan penggunaan dan 
pemanfaat4n dana tepat jumlah dan tepat 
sasaran. I 

(2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 khusus pada jenjang pendidikan SMA/SMK 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Baral 

Pasal 18 
( 1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan 

monitoring1 dan evaluasi atas pemberian, 
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung 
jawaban B~lanja Bantuan Pendidikan bagi Peserta 
Didik RMP dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dinas dan[ Perangkat Daerah melaporkan hasil 
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ~ 1) kepada Wali Kota dengan tembusan 
kepada Inspektorat Daerah. 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Bantuan 
Keuangrui- untuk Jenjang SMA dan SMK 
berpedomlan pada Peraturan Gubemur. 

Pasal 17 

g. Laporan 11 penggunaan Belanja Bantuan Sosial 
disusun dalam surat yang memuat realisasi 
penggunaarr/peruntukan dan uraian mengenai 
Belanja Bantuan Sosial yang diterima sesuai 
dengan proposal yang telah disetujui, serta 
ditandato/1gani oleh kepala satuan pendidikan 
dan perguruan tinggi Penerima Belanja Bantuan 
Sosial. 

h. Laporan penyerahan bantuan sosial yang 
direncanakan berupa uang untuk belanja 
perlengkapan peserta didik jenjang pendidikan 
dasar Yf1-ng diserahkan satuan pendidikan 
kepada peserta didik jenjang SD dan SMP 
dilengkapi dengan: 
1) undangan orang tua; 
2) daftar hadir; 
3) notulen; 
4) dokumentasi photo; 
5) pakta ihtegritas orang tua; 
6) kwitanki yang ditandatangani peserta didik 

atau orangtua; dan 
7) daftar *ekap penerima. 

1. Peserta didik menyerahkan bukti pembelanjaan 
berupa ~ota/faktur/kwitansi yang sah kepada 
satuan Pendidikan dilengkapi dokumen foto 
barang. 



Pasal 22 
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 
Peraturan W ali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2024 
tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan 
Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan 
Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang 
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota 
Bandung Tahun 2024 Nomor 31), dicabut dan 
dinyatakan tictJ berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

mutlak 
yang 

Pasal 21 
Ketentuan mengenai bentuk format: 
a. pakta integritas; 
b. surat persyaratan tanggungjawab 

permohonan belanja bantuan sosial 
ditandatangami di atas materai yang cukup; 

c. pernyataan pertanggungjawaban keuangan; 
I 

d. buku bank bantuan pendidikan; 
e. buku kas bantuan pendidikan; 
f. buku pajak dana bantuan pendidikan; 
g. instrumen monitoring penggunaan belanja Bantuan 

Pendidikan bagi Peserta Didik RMP; dan 
h. berita acara serah terima belanja uang untuk 

dibelanjakan kebutuhan perlengkapan peserta 
didik; dan 

1. surat pernyataan tanggungjawab mutlak orang 
tua/wali peserta didik yang ditandatangani di atas 
materai yang fUkup. 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 20 
Dinas dan Perangkat Daerah membuat dan 
menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan 
pengeluaran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik 
RMP kepada W alli Kota melalui Sekretaris Daerah. 

I 

(3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 khusus kepada Perguruan Tinggi dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah kepada Perguruan Tinggi 
penerima bantuan. 

- 1~ - 



I 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 36 

ISKANDAR ZULKARNAEN 

TTD. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 11 Juli 2025 f 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

MUHAMMAD FARHAN 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 11 Juli 2025 
WALi KOTA BANDUNG, 

TTD. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannyaldalam Berita Daerah Kota Bandung. 

Pasal 23 
Peraturan Wali I Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

I 

- 14 - 
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(Nama Lengkap dan Stempel) 

Materai 
Rpl0.000,00 

Bandung, . 
Kepala , 

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan 
saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila 
data yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya. 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang dikirim oleh 
satuan pendidikan/penerima Bantuan Pendidikan bagi Peserta 
Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar, menengah, dan yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran xxxx, sudah 
kami periksa kebenarannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa 
ada rekayasa dengan rincian sebagai berikut: 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan . 
Alamat 

PAKTA INTEGRITAS 

Kop Surat Lembaga 

Format 1: contoh Pakta Integritas 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 
NO MOR 
TENT ANG 
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI 
PESERTA DIDIK RAWAN 
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA 
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, 
MENENGAH, DAN PERGURUAN 
TINGGI YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 



Bandung, 
PENERIMA BELANJA HIBAH, 
Materai Rpl0.000,00 

(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/ di cap) 

Alamat Sekretariat Lengkap 
Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama 
Alamat Lembaga 
Alamat Rumah 
Nomor KTP 
Telepon/HP /Fax 
E-mail 
Dengan ini, menyatakan dengan sebenamya bahwa untuk memenuhi tujuan 
transparansi, akuntabilitas dan tepat sasaran penggunaan Bantuan 
Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran .... : 
1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan 

Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan 
pada jenjang pendidikan.... (dasar/menengah/Perguran Tinggi) yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung 
Tahun Anggaran .... , yang diterima. 

2. akan menggunakan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan 
Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan .... 
(dasar/menengah/Perguruan Tinggi) yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran .... , sesuai 
dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui. 

3. akan melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan bagi Peserta 
Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan .... 
(dasar/menengah/ Perguruan Tinggi) yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran .... , 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 
Januari Tahun Anggaran berikutnya. 

Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawabserta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL 

KOP SURAT LEMBAGA 

Format 2 : contoh Surat Pemyataan Tanqqunq Jawab Mutlak Pennohonan 
Belanja Sosial/ Belanja Keuangan 



Materai 
Rpl0.000,00 
(Nama Lengkap dan Stempel 

(Nama Kabupaten/Kota), . 
Kepala Satuan 
Pendidikan , 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

dengan ini menyatakan bahwa: 
1. bantuan Sosial Peserta bidik Rawan Melanjutkan telah 

digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan 
pembiayaan belanja perlengkapan siswa. 

2. membebaskan biaya pendidikan DSP dan SPP siswa RMP yang 
mendapatkan bantuan sosial siswa RMP. 

3. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Peserta Didik Rawan 
Melanjutkan adalah sebagai berikut: 
Penerimaan 
Penggunaan : 
a. pengganti DSP 
b. pengganti SPP 
c. uang untuk belanja perlengkapan 

Total penggunaan 
(Bukti penggunaan terlampir) 

4. apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi 
administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan 
bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan . 
Alamat 

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

KOP SURAT LEMBAGA 

: contoh Pemyataan Pertanggungjawaban Keuangan Format3 
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Bendahara/ Penanggung .J awab 
Kegiatan, 

Menyetujui 
Pengelola/Kepala Satuan 

No Tanggal I Uraian renerimaan Pengeluaran Saldo 

.JumlElll 13ulan ................ 

Nama Satuan Pendidikan 
Kecamatan 
Kota 
Provinsi 

)i'(Jl,J\.1' : ••••••••••••••••••••••••••••.•••...••.....•................... 

BUKUBANK 
DANA BANTUAN PENDIDIK PESERTA DIDIK 

RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN 
TAHON ANGGARAN .... 

Format 4 : contoh Buku Bank 

- 4; - 



Bendahara/Penanggung J awab 
Kegiatan, 

Menyetujui 
Pengelola/ Kepala Satuan 

No Tanggal Uraian No Penerimaan Pengeluaran Saldo 
Bukti 

Jumlah Bulan ........... 

Nama Satuan Pendidikan 
Kecamatan 
Kota 
Provinsi 

lllJl,.I\.If : •.......••.....................•.............•.....•.......... 

BUKUKAS 
DANA BANTUAN PENDIDIK PESERTA DIDIK 

RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN 
TAHUN ANGGARAN .... 

: contoh Buku Kas Umum Format 5 

- 5 - 



Bendahara/Penanggung .Jawab 
Kegiatan, 

Menyetujui 
Pengelola/Kepala Satuan 

No Tanggal I Uraian fenerimaan Pengeluaran Saldo 

.Jumlall 13ulan ........... 

Nama Satuan Pendidikan 
Kecamatan 
Kota 
Provinsi 

lllJI,.i\.?i : . 

BUKUPAJAK 
DANA BANTUAN PENDIDIK PESERTA DIDIK RAWAN 

MELANJUTKAN PENDIDIKAN 
TAHUN ANGGARAN .... 

Format 6 : contoh Buku Pajak 
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2. Jumlah anggaran kebutuhan perlengkapan sekolah 

a) Tanggal Bantuan Pendidikan bagi 
Peserta Didik Rawan Melanjutkan 
Pendidikan diterima di rekening 

b) Tanggal Bantuan Pendidikan bagi 
Peserta Didik Rawan Melanjutkan 
Pendidikan diambil dari rekening 

J umlah Total Bantuan Pendidikan 

B. BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN 
MELANJUTKAN PENDIDIKAN 
1. Penerimaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan 

Melanjutkan Pendidikan 
J umlah Peserta Didik 
Jumlah Peserta Didik Penerima Bansos 
RMP 

Status Bangunan 

Luas Bangunan 

Luas Tanah 

Berlaku Sampai tanggal 

Pemberi Ijin 

Nomor 

Nomor Telepon 

Nama Pimpinan 

Nama Yayasan 

Jumlah Guru 

J umlah Peserta Didik 

Perijinan 

Jenis layanan 

Alamat Lembaga 

A. PROFIL LEMBAGA 
Nama Lembaga 
NPSN 

INSTRUMENT MONITORING 
PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI 

PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI 
PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN (RMP) 

Format 7 : contoh Instrument Monitoring 



Bandung, xxxx 
Petugas Monitoring Kepala Sekolah . 

U paya Pemecahan Permasalahan No 

5. Permasalahan dan Upaya Pemecahan 

belanja kebutuhan perlengkapan Peserta Didik RMP 

No Jumlah Jumlah Bukti Bukti belanja perlengkapan 
Peserta Didik Penerimaan oleh Peserta Didik 

Ada/Tidak Ada 

4. Bukti penerimaan bantuan pendidikan berupa uang untuk 

Melanjutkan Pendidikan 
No. l Kegiatan Jumlah Bukti Fisik 

I (Rp) Ada/Tdk ada 

1 Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) 
2 Sumbangan Penyelenggaraan 

Pendidikan (SPP) 

Jumlah total Bantuan 
Pendidikan RMP 

3. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan 

c) Jumlah Bantuan Pendidikan bagi 
Peserta Didik Rawan Melanjutkan 
Pendidikan diambil dari rekening 
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, 

Demikian Berita. Acara ini dibuat denga.n penuh kesa.da.ra.n dan rasa 
tanggungjawab serta. tidak ada urrsur pa.ksa.a.n da.ri pihak manapun. 

Bersama dengan ini f>IHAK KESATU telah menyerahkan Bantuan Pendidikan 
ba.gi Peserta Didik Ra.wa.n Melanjutkan Pendidikan berupa uang untuk belanja 
perlengkapan bagi peserta. didik senila.i Rp. . ( 
) kepada pihak kedua, da.n pihak kedua akan membelanjakan uang yang 
diberika.n oleh pihak kesatu untuk kebutuhan perlengka.pa.n peserta. didik. 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Alamat Ketua (Sesuai KTf> Lengka.p) 
2. Nama 

Alamat Rumah 
Nomor KTP 
Telepon/Hf> / 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

1. Nama 
J a. ba tan 

f>a.da. lia.ri ini ta.ri~a.l bt1la.ri ta.lit1n (ddII1Ill.Y}7) 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

DERITA ACARA 
SERAH TERIMA BELANJA UANG UNTUK BELANJA PERLENGKAPAN 

BAGI PESERTA DIDIK 

KOP SURAT LEMBAGA 

Format 8 : Betita Acara Serah Terima Belanja uang untuk belanja 
perlengkapan bagi peserta didik: 
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MUHAMMAD FARHAN 

TTD. 

WALi KOTA BANDUNG, 

Materai Rpl0.000,00 

ORANG TUA/WALi PESERTA DIDIK 
PENERIMA BANTU AN, 

Bandung, 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa bantuan berupa uang 
untuk belanja perlengkapan peserta didik yang telah diterima akan 
dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan akan melaporkan bukti-bukti 
belanja kepada pihak satuan pendidikan. 

Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
Alamat Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap) 
Telepon/HP 
Bertindak untuk dan atas nama 
Nama Peserta Didik 
NISN 
Ke las 
Nama Sekolah 
Alamat Rumah 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
ORANG TUA/WALi PESERTA DIDIK 

Format 9 : contoh Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Orang tua/ Wali 
Peserta Didik: 

- 10 - 


